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BAB I
UMUM

A. Alamat OMSPAN-TKD 

Aplikasi  yang  digunakan  dalam  Perubahan  Tata  Kelola  DAU  yang  Ditentukan
Penggunaannya adalah OMSPAN-TKD, khususnya modul DAU (Syarat Salur) dan Sub-
modul RKP. Alamat aplikasi adalah https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/.

B. Kewenangan User Pemerintah Daerah

Beberapa kewenangan dari User Pemerintah Daerah antara lain:

1. Melihat dan mengunduh Pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya masing-masing
daerah yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran
(RKP) DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing daerah;

2. Melihat dan mengunduh Rapor SPM untuk masing-masing daerah;
3. Menyusun dan mengirim/submit RKP;
4. Melihat catatan/koreksi yang diberikan pada Reviu K/L;
5. Melakukan perbaikan atas catatan/koreksi dari Reviu K/L;
6. Melihat dan mengunduh Berita Acara Hasil Reviu K/L; dan
7. Menetapkan RKP RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

C. Login ke Aplikasi

1. Buka browser (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Google Chrome) dan masukkan
alamat https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/
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2. Masukkan Username, Password, dan Captcha. Lanjutkan dengan klik Log In.

3. Ubah Tahun Anggaran pada pojok kanan, pilih tahun “2027”, dan klik “kirim”.

D. Konfigurasi Daerah

1. Sebelum  menyusun  RKP  DAU  yang  Ditentukan  Penggunaannya/RKP  DAU  yang
Ditentukan Penggunaannya Perubahan, daerah agar menyiapkan konfigurasi daerah
berupa  penyiapan  nama,  NIP*,  dan  jabatan.  Penandatangan  RKP/RKP Perubahan
adalah  Kepala  Daerah  atau  Sekretaris  Daerah  yang  diberikan  pelimpahan
kewenangan. Dengan demikian, NIP wajib diisi jika penandatangan adalah Sekretaris
Daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan.

2. Untuk melakukan konfigurasi klik Modul “DAU (Syarat Salur)”, pilih Sub-modul “RKP”,
dan pilih Sub-sub-modul “Konfigurasi Daerah”.
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3. Misalnya RKP/RKP Perubahan akan ditetapkan Kepala Daerah. Isikan nama lengkap
dan jabatan, klik Simpan Konfigurasi Penandatangan.

4. Dalam  hal  penandatangan  RKP/RKP Perubahan  Perubahan  akan  ditetapkan  oleh
Sekretaris  Daerah  (telah  mendapat  pelimpahan  kewenangan  dari  Kepala  Daerah).
Isikan nama lengkap, NIP, dan jabatan, klik “Simpan Konfigurasi Penandatangan”.
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BAB II
RAPOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Melihat Pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya

1. Untuk mengetahui pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027, klik Modul
“DAU (Syarat Salur)”, pilih Sub-modul “RKP”, pilih Sub-sub-modul “Pagu RKP”.

2. Untuk mengunduh Pagu TA 2027 dalam bentuk PDF, klik “PDF”

3. Untuk mengunduh Pagu TA 2027 dalam bentuk XLS, klik “XLSX”
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B. Melihat Rapor SPM

1. Klik Modul “DAU (Syarat Salur)”, pilih Sub-modul “RKP”, pilih Sub-sub-modul “Rapor
SPM”. Selanjutnya klik pada kolom “Aksi” dan icon “View”. 

2. Intepretasi Rapor SPM di bawah ini (contoh 1).

No Tampilan Intepretasi
1 Rapor / Kinerja Capaian SPM Bidang Pe

ndidikan
Rapor SPM Bidang Pendidikan Tahun 
2025

2 KAB. BOGOR Kabupaten Bogor
3 Tahun Anggaran 2027 Digunakan untuk pengalokasian DAU TA 

2027 dan penyusunan RKP untuk Bidang 
Pendidikan TA 2027

4 Indeks SPM Bidang Pendidikan 68.65 Capaian SPM Pendidikan adalah 68,65
5 Tuntas Muda Kategori Capaian SPM Pendidikan adalah

Tuntas Muda
6 Pendidikan Bidang Pendidikan
7 INDIKATOR SPM “Pertumbuhan 

Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi
Akademik Paling Rendah D-IV/S1”

Indikator Pembentuk SPM Pendidikan: 
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang 
Memiliki Kualifikasi Akademik Paling 
Rendah D-IV/S1

8 NILAI CAPAIAN “69.97” Nilai capaian Indikator Pembentuk SPM 
Pendidikan untuk Pertumbuhan Pendidik 
PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik
Paling Rendah D-IV/S1 adalah 69,97

9 KATEGORI “Baik” Kategori capaian Indikator Pembentuk 
SPM Pendidikan untuk Pertumbuhan 
Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi 
Akademik Paling Rendah D-IV/S1 adalah 
Baik 

10 MANDATORY “kosong” Kabupaten Bogor tidak dikenakan 
kewajiban mengambil subkegiatan-
subkegiatan mandatory pada Indikator 
Pembentuk SPM Pendidikan untuk 
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No Tampilan Intepretasi
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang 
Memiliki Kualifikasi Akademik Paling 
Rendah D-IV/S1

3. Intepretasi Rapor SPM di bawah ini (contoh 2). 

No Tampilan Intepretasi
1-6 Sama seperti contoh 1
7 INDIKATOR SPM “Peningkatan Proporsi

Jumlah Satuan PAUD yang 
Mendapatkan Minimal Akreditasi B”

Indikator Pembentuk SPM Pendidikan: 
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan 
PAUD yang Mendapatkan Minimal 
Akreditasi B

8 NILAI CAPAIAN “49” Nilai capaian Indikator Pembentuk SPM 
Pendidikan untuk Peningkatan Proporsi 
Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan
Minimal Akreditasi B adalah 49,00

9 KATEGORI “Sedang” Kategori capaian Indikator Pembentuk 
SPM Pendidikan untuk Peningkatan 
Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang 
Mendapatkan Minimal Akreditasi B adalah
Sedang

10 MANDATORY “Mandatory” Kabupaten Bogor wajib mengambil 
minimal 3 subkegiatan mandatory pada 
Indikator Pembentuk SPM Pendidikan 
untuk Rata-rata kompetensi Numerasi 
SMP berdasarkan Asesmen Nasional

11 SUBKEGIATAN Kabupaten Bogor wajib mengambil 
minimal 3 subkegiatan mandatory pada 
Indikator Pembentuk SPM Pendidikan 
untuk Rata-rata kompetensi Numerasi 
SMP berdasarkan Asesmen Nasional:
 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunita

s Belajar Pendidik dan Tenaga Kependi
dikan

 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Adv
okasi Kebijakan Bidang Pendidikan

 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggun
aan Aplikasi Bidang Pendidikan

 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan ko
nten digital untuk pendidikan

 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Pr
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No Tampilan Intepretasi
aktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedan
g/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 
PAUD

 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelem
bagaan dan Manajemen PAUD

 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidi
kan

4. Untuk melihat Rapor SPM pada Bidang Kesehatan, klik pada tab Kesehatan.

Intepretasi Rapor SPM di atas (contoh 3).

No Tampilan Intepretasi
1 Rapor / Kinerja Capaian SPM Bidang Ke

sehatan
Rapor Indeks Kesehatan Tahun 2026

2 KAB. BOGOR Kabupaten Bogor
3 Tahun Anggaran 2027 Digunakan untuk pengalokasian DAU TA 

2027 dan penyusunan RKP untuk Bidang 
Kesehatan TA 2027

4 Indeks SPM Bidang Kesehatan 75.02 Capaian Indeks Kesehatan adalah 75,02
5 Sangat Kurang Kategori Capaian Indeks Kesehatan 

adalah Sangat Kurang
6 Pendidikan Bidang Kesehatan
7 INDIKATOR SPM “Persentase Balita 

yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar 
Lengkap

Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan: 
Persentase Balita yang Pernah Mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap

8 NILAI CAPAIAN “58.23” Nilai capaian Indikator Pembentuk Indeks 
Kesehatan untuk Persentase Balita yang 
Pernah Mendapat Imunisasi Dasar 
Lengkap adalah 58,23

9 KATEGORI “Sangat Kurang” Kategori capaian Indikator Pembentuk 
Indeks Kesehatan untuk Persentase 
Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi 
Dasar Lengkap adalah Sangat Kurang 

10 MANDATORY “Mandatory” Kabupaten Bogor wajib mengambil 
minimal 3 subkegiatan mandatory pada 
Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan 
untuk Persentase Balita yang Pernah 
Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

11 SUBKEGIATAN Kabupaten Bogor wajib mengambil 
minimal 3 subkegiatan mandatory pada 
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No Tampilan Intepretasi
Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan 
untuk Persentase Balita yang Pernah 
Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap:
 1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelay

anan Kesehatan bagi Penduduk Terda
mpak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana

 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Survei
lans Kesehatan

 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebut
uhan Sumber Daya Manusia Kesehata
n Sesuai Standar

 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan M
utu dan Peningkatan Kompetensi Tekni
s Sumber Daya Manusia Kesehatan Ti
ngkat Daerah Kabupaten/Kota

 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upay
a Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitr
aan dan Pemberdayaan Masyarakat

 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan Upay
a Kesehatan Ibu dan Anak

 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pe
meliharaan Alat Kalibrasi

 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelay
anan Promosi Kesehatan

 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Siste
m Informasi Kesehatan

 1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pe
ngawasan Sumber Daya Manusia Kese
hatan

 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Ke
sehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, 
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habi
s Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuma
n di Fasilitas Kesehatan

 1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pe
ndekatan Pelayanan Kesehatan di DTP
K (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gu
gus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berb
asis Telemedicine)

 1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kese
hatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Baha
n Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan 
dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelay
anan Kesehatan Bayi Baru Lahir

 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelay
anan Kesehatan Balita

C. Mengunduh Rapor SPM
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1. Untuk mengunduh Rapor SPM dalam bentuk PDF, klik “Cetak PDF”.

2. Contoh hasil unduh Rapor SPM sebagai berikut.

3. Untuk mengunduh Rapor SPM dalam bentuk XLS, klik “XLSX”.
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BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN (RKP)

A. Penyusunan RKP

1. Sebelum memulai  penyusunan RKP, admin pemerintah daerah menyiapkan konsep
RKP TA 2027 sesuai ketentuan, diantaranya:

a. Memperhatikan  surat  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  mengenai  Rancangan
Alokasi TKD TA 2027 (untuk total pagu DAU per bidang);

b. Menyusun perkiraan sisa DAU s.d. akhir TA 2026;
c. Mengidentifikasi data belanja daerah TA 2027 menurut subkegiatan dan sumber

pendanaan  dalam  Kebijakan  Umum  Anggaran-Prioritas  Plafon  Anggaran
Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah  (RKA-SKPD),  dan/atau  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah (RAPBD);

d. Telah memenuhi minimal subkegiatan mandatory bagi Indikator Pembentuk SPM
Pendidikan/Indeks Kesehatan yang diberikan kewajiban mandatory;

e. Memperhatikan ketentuan PMK mengenai Indikator  Tingkat  Kinerja Daerah dan
Petunjuk Teknis Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya; serta

f. Memperhatikan  klasifikasi,  kodefikasi,  dan  nomenklatur  perencanaan
pembangunan  dan  keuangan  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

2. Klik  Modul  “DAU  (Syarat  Salur)”,  pilih  Sub-modul  “RKP”,  pilih  Sub-sub-modul
“Penyusunan RKP”. Selanjutnya klik “Buat RKP”. 

3. Pada tahun anggaran pilih “2027”, jenis RKP “awal”, dan klik “simpan”
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4. Klik icon “view” pada kolom aksi.

5. Pada  laman  berikut  terdapat  1  (satu),  2  (dua),  atau  3  (tiga)  tab  bidang  yaitu
Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan. Dalam contoh di bawah ini, diberikan ilustrasi
pagu DAU Dukungan Bidang Pendidikan TA 2027 sebesar Rp62,2 Miliar.

6. Langkah  berikutnya,  isikan  nilai  perkiraan  Sisa  DAU  tahun  sebelumnya.  Misalnya
hingga batas akhir penyampaian RKP, pemerintah daerah belum dapat memperkirakan
sisa DAU tahun sebelumnya, maka bisa diisi 0 atau (nol), dan klik icon “save”.

7. Scroll  ke  bawah  hingga  menemukan  Indikator  Capaian  SPM  yang  dikenakan
kewajiban mandatory, misalnya contoh pemerintah daerah diberikan kewajiban atas 7
(tujuh) Indikator Capaian SPM.
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8. Mulai  dari  Indikator  Capaian  Pembentuk  SPM  yang  pertama  dikenakan  kewajiban
mandatory yaitu Indeks Inklusivitas SMP. Pada Indikator ini (Indeks Inklusivitas SMP)
terdapat  pilihan  5  (lima)  subkegiatan  mandatory.  Pemerintah daerah  wajib  memilih
minimal 3 (tiga) subkegiatan mandatory dalam list.

9. Misalnya  untuk  Indikator  Pembentuk  SPM  Pendidikan  Indeks  Inklusivitas  SMP,
pemerintah daerah memilih:

a. subkegiatan  1.01.02.2.02.0041  Pembinaan  Kelembagaan  dan  Manajemen
Sekolah sebesar Rp239.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)

b. subkegiatan 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan sebesar Rp393.000.000 (tiga ratus sembilan puluh
tiga juta rupiah);

c. subkegiatan  1.01.02.2.02.0052  Sosialisasi  dan  Advokasi  Kebijakan  Bidang
Pendidikan sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

d. subkegiatan  1.01.02.2.02.0055  Pemberian  layanan  pendampingan  bagi  satuan
pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi sebesar
Rp204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah); dan

e. subkegiatan  1.01.02.2.02.0060  Bimbingan  Teknis,  Pelatihan,  dan/atau
Magang/PKL  untuk  Peningkatan  Kapasitas  Bidang  Pendidikan  sebesar
Rp331.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Secara  kebetulan  contoh  pemerintah  daerah  memiliki  5  subkegiatan  mandatory di
RAPBD TA 2027, maka dapat memilih 5 (lima) subkegiatan dimaksud (meskipun hanya
diatur minimal 3).

10. Klik icon “edit”  pada baris subkegiatan  mandatory yang akan diinput.  Isikan jumlah
anggaran,  jumlah output  anggaran,  uraian anggaran (jika ada,  dalam hal  tidak ada
isikan “-“), dan klik icon “simpan”. Jika tidak terdapat perkiraan sisa pada subkegiatan
dimaksud, isi nilai anggaran dan output anggaran dengan angka 0 (nol).
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11. Ulangi langkah di poin 10 untuk seluruh subkegiatan mandatory dan seluruh Indikator
Pembentuk SPM Pendidikan yang dikenakan kewajiban mandatory
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12. Untuk  menambahkan  subkegiatan  selain  mandatory (misalnya  subkegiatan
Penyediaan  Gaji  dan  Tunjangan  ASN)  bisa  dilakukan  dengan  klik  “tambah
subkegiatan”

Pada  Indikator  pilih  “Non  Indikator”  dan  subkegiatan  pilih  “Penyediaan  Gaji  dan
Tunjangan ASN” (dapat juga dimasukkan dalam Indikator Pembentuk SPM tertentu)

13. Selanjutnya jika sudah selesai input RKP untuk Bidang Pendidikan, klik “kunci”
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14. Setelah itu langkah sama (poin 5 s.d. 13) untuk bidang Kesehatan.

B. Mengirim RKP 

1. Sebelum  melakukan  pengiriman  RKP,  klik  tab  “Preview”.  Pada  tahapan  ini,  hasil
preview belum dapat diunduh. Pastikan nilai yang diinput dalam RKP telah sesuai. 

2. Selanjutnya klik tab “Submit”. 
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3. Pastikan RKP yang diinput  telah memenuhi  seluruh validasi  yang ada.  Selanjutnya
bisa melakukan klik pada “Submit RKP” 

4. Saat muncul pop-up Konfirmasi Submit RKP, klik “Yes”.

5. Pada tab “Status Submit” akan tampil status dari RKP. 

C.
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BAB IV
REVIU RKP

A. Monitoring Status Reviu K/L atas RKP 

User pemerintah daerah harus melakukan monitoring atas status reviu K/L atas RKP yang
diajukan. Hal ini dapat diketahui dengan masuk ke Modul “DAU (Syarat Salur)”, Submodul
“RKP”,  Subsubmodul  “Penyusunan  RKP”,  dan  khususnya  pada  kolom  “Status”.  Pada
contoh  ini,  RKP  yang  diajukan  untuk  direviu  K/L  telah  direviu  seluruhnya  oleh
Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemenkeu, dan Kemendagri, sehingga status menjadi “RKP
dikembalikan”. 

B. Perbaikan RKP yang Telah Direviu K/L

1. Untuk melakukan perbaikan, user pemerintah daerah dapat melakukan klik pada icon
“view” 

2. Pada RKP yang telah direviu K/L, berikut ini contoh tampilan sistem khususnya untuk
Bidang Pendidikan

3. Dari 7 (tujuh) Indikator Pembentuk SPM yang dikenakan kewajiban mandatory dan non
indikator, RKP yang diberikan catatan/koreksi hanya untuk Indikator Pembentuk SPM
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“Rata-rata  kompetensi  Numerasi  SMP  berdasarkan  Asesmen  Nasional”.  User
pemerintah daerah dalam melakukan klik pada indikator dimaksud.

4. Catatan/koreksi yang diberikan K/L (dalam skenario ini) antara lain:

a. K/L  Teknis  (Kemendikdasmen):  “Besaran  anggaran  subkegiatan  Penyediaan
Pendidik perlu dikaji ulang AAA”

b. Kemenkeu:  “Besaran  subkegiatan  Penyediaan  Pendidik  perlu  dikaji  ulang
mengingat mengambil porsi cukup signifikan”

c. Kemendagri:  “Besaran  subkegiatan  Penyediaan  Pendidik  perlu  dikaji  ulang
mengingat mengambil porsi cukup signifikan”

5. Dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi yang solid di Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD)  yang  melibatkan  beberapa  unsur  antara  lain  Sekretariat  Daerah,  Asisten
Administrasi  Umum,  BPKAD,  Bappeda/Bapperida,  Dinas  Pendidikan  (untuk  bidang
Kesehatan),  Dinas  Kesehatan  (untuk  bidang  Kesehatan),  dan  Inspektorat  Daerah.
TAPD  harus  memberikan  keputusan  untuk  merespon  catatan/koreksi  K/L  untuk
memperbaiki konsep RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

6. Dalam skenario ini, diputuskan bahwa pemerintah daerah menerima catatan/koreksi
dari K/L. Hal ini selanjutnya direspon dengan:

a. Mengurangi  subkegiatan  “Penyediaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama” pada Indikator Pembentuk SPM
“Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional” sebesar
75% dari semula Rp16.137.000.000,- (enam belas miliar seratus tiga puluh tujuh
juta rupiah) menjadi 25% Rp4.034.250.000,- (empat miliar tiga puluh empat juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah);
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b. Selisih lebih selanjutnya dialihkan untuk:

i Subkegiatan “Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik”
pada Indikator Pembentuk SPM yang sama yaitu sebesar Rp4.034.250.000,-
(empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

ii Subkegiatan  “Pengadaan  Alat  Praktik  dan  Peraga  Peserta  Didik”  pada
Indikator  Pembentuk  SPM  yang  sama  yaitu  sebesar  Rp4.034.250.000,-
(empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
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iii Subkegiatan “Pembangunan Sarana,  Prasarana dan Utilitas Sekolah”  pada
Indikator  Pembentuk  SPM  yang  sama  yaitu  sebesar  Rp4.034.250.000,-
(empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Setelah perbaikan RKP Bidang Pendidikan selesai, dapat dilakukan klik pada “Kunci”

8. User pemerintah daerah agar melakukan perbaikan yang sama atas catatan/koreksi
K/L pada RKP Bidang Kesehatan (langkah 2 s.d. 7)

9. Setelah itu dapat beralih ke tab “Preview” untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
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10. Dalam hal hasil pengecekan tampilan telah sesuai, dapat beralih pada tab “Submit”

11. Selanjutnya  user  pemerintah  daerah  dapat  beralih  pada  tab  “Status  Submit”  dan
melakukan klik pada “Submit Ulang”
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12. Lakukan hal sama untuk RKP Bidang Kesehatan

13. Status RKP selanjutnya akan direviu oleh K/L kembali (Reviu Putaran Kedua)

C. Monitoring Status Reviu K/L atas RKP 

1. User pemerintah daerah harus melakukan monitoring atas status reviu K/L atas RKP
yang diajukan. Hal ini dapat diketahui dengan masuk ke Modul “DAU (Syarat Salur)”,
Submodul  “RKP”,  Subsubmodul  “Penyusunan  RKP”,  dan  khususnya  pada  kolom
“Status”. Pada contoh ini, RKP yang diajukan untuk direviu K/L telah direviu kembali
dan  disetujui  seluruhnya  oleh  Kemendikdasmen,  Kemenkes,  Kemenkeu,  dan
Kemendagri, sehingga status menjadi “RKP disetujui”
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2. Lebih lanjut untuk melihat status secara lebih rinci dapat dilakukan dengan melakukan
klik pada kolom “Aksi” icon “View”

3. Pada  tab  “Status  Submit”  khususnya  kolom  “Status  Review”  akan  menunjukkan
“Disetujui”

D. Mencetak Berita Acara Reviu RKP 

1. Dengan disetujui  RKP oleh seluruh K/L,  maka pada user pemerintah daerah dapat
mengunduh Berita Acara Reviu

2. Untuk mengunduh Berita Acara tersebut, pada tab “Berita Acara” klik “Download PDF”
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BAB IV
PENETAPAN RKP

A. Penetapan RKP

1. Untuk melakukan penetapan RKP, pilih Modul “DAU (Syarat Salur)”,  pilih Submodul
“RKP”, pilih Sub-sub-modul “Penetapan RKP”. Selanjutnya pada kolom “Status” akan
menunjukkan informasi “Menunggu Penetapan”.

2. Selanjutnya pada tab “Tanggal Ditetapkan” klik pada icon “>”

3. Sistem akan menunjukkan tampilan pratinjau dari RKP untuk ditetapkan

4. Pada tahap ini RKP yang telah direviu secara lengkap (telah terbit Berita Acara Reviu)
dan  menunggu  penetapan  Kepala  Daerah  atau  Sekretaris  Daerah  yang  diberikan
Pelimpahan Kewenangan.
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5. Penetapan dilakukan secara sistem dengan melakukan klik pada “Tetapkan RKP”

Akan  muncul  pop-up “Dengan  menetapkan,  dokumen  RKP  tahap  ini  tidak  dapat
dibatalkan.  Masukkan password akun Anda untuk  konfirmasi.”  Masukkan  password
(kata sandi) user pemerintah daerah dan klik “Konfirmasi”

6. Selanjutnya sistem akan menunjukkan informasi bahwa RKP telah ditetapkan, dimana
kolom Status “Ditetapkan”

Buku Pedoman OMSPAN-TKD Modul Perencanaan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan 
Penggunaannya (RKP)

Halaman 27



B. Mengunduh RKP 

1. Untuk  mengunduh  file  PDF  RKP yang  telah  ditetapkan,  klik  Modul  “DAU  (Syarat
Salur)”, pilih Submodul “RKP”, pilih Subsubmodul “Penyusunan RKP”. 

2. Selanjutnya pada kolom Aksi klik pada icon “View”

3. Pada tab Preview, klik “Unduh PDF”
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